PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Ii
LUMAJANG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il LUMAJANG
NOMOR 02 TAHUN 1995
TENTANG
USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1
LUMAITANSGSG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

y

Menimbanng

Mengingat

bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan berusaha
dan kesejahteraan rakyat, diperlukan iklim wusaha
yang dapat mendorong pengembangan usaha perikanan j
bahwa agar tercipta suatu iklim ussha tersebut
Pemerintah Daerah perilu mengatur dan wajib menjaga
ketentraman bathin pernousaha perikanan sehinrgga
merasa aman terhadap kepastian hukum uzahanya j
bahwa wntuk mendepatkan kepastian hukum usaha
perikanan dimaksud, diperlukan pengaturan wuwusaha
perikanan dalam suatu Peraturan Daerah .
Undang~undang Nomor 12 Tahun 19250 tentang Pemben-—
tukan Daerah-—-daerah Cabupaten dalam ' Lingkungan
Propingsi Jaws Timur ; '
Undang-undang Nomor 12 Drt  Tahun 1937 tentang

Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah

4. Undang—-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-—
ketentuan Pokok Fengelolaan Lingkungan Hidup

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun  198% tentang Peri-
kamnang

&. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1984 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 3

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Dasrah dan Peraturan

Daerah Perubahan j
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8. Keputusan Menter! Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1883
tentang Pengundangan Peraturan dan atau Keputusan
Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luma-
jang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintsh Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Lumajang .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat [l Lumajang ,
MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I[1 LUMAJANG
TENTANG PENDAFTARAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT 11 LUMAJANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
istilah :
a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Luma
jang;
b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
1l Lumajang ;
c. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Lumajang ;

d. Kepala Dinas Perikanan Daerah, adalah Kepala Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Luma-
jang i )

e. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Lumajang ;

f, Perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
fkang

g. Sumber daya ikan, adalah semua jenis ikan termasuk
biota peranan lainnya i

h. Usaha Perikanan, adalah semua usaha peroran
Badan Hukum untuk menangkap, membud idayakan dan

pengelolaan f{kan termasuk kegiatan meny impan.
tujuan

gan atau

mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk

komersial ;
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1. Tanda pendaftaran usaha perikanan, adalah tanda

pendaftaran tertulis yvang harus dimiliki

pengusaha
perikanan

untuk melakukan usaha perikanan dibidang
usaha @

Penangkapan ikan di Laut

Penanokapan ikan di perairan umum j

7
= Budidaya ikan air tawar ;j

- Pembenihan ikan

. Izin Usaha Perikanan, adalah Izin tertulis yang
harus dimiliki setiap pengusaha yang bergerak dalam
kegiatan mengolah/ mengawetkan ikan serta hasil

perikanan lainnya dalam skala kecil/Tradisional j

k. Nelavan, adalah orang yang mata pencariannya me-—

lakukan penangkapan ikan dengan memiliki tanda

pendaftaran j

1. Alat Penangkap ikan, adalah sarana perlengkapan

atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk

menanakap ikan j

m. Petani ikan, adalah orang yang mata pencariannya

melakukan pembudidayaan/memelihara ikan

BAR 11
KETENTUAN PERNDAFTARARMN REKOMENDASI ATAU IZIN USAHA
PERIEANAN

Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Hsaha yang melskukan

kegizatan uwsaha perikanan, diwajibkan memiiikil

tanda pendaftaran, rekomendasi atau Izimn uszaha
perikanan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(23 Nelayan atau petani ikan kecil atau perarangan

lainnya yang sifatnya merupakan mata

pencaharian
untuk

memenuhi kebutunan hidup sehari—-hari tidak

dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pazal ini

Pamsal 3
Femegang tanda pendaftaran, rekomendasi atau izin
usaha perikanan, wajib memperhatikan dan melaksanakan
segala ketentuan dibidang perikanan sSerta

ketentuan-
ketentuan lain yvang berlakuy '
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Pasal 4

( “ s o
1} Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanzan

pendaftaran, rekomendasi atau izin usaha perikanan
dilakukan oleh Dinas Perikanan Daerah dalam bentuk

langsung dan tak langsung 3§

(&) Bimbingan dan Pengawasan langsung berupa kegiatan

bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi

kegiatan 3

(3) Bimbingan dan pengwasan btidak langsung dapat
berupa penyampalan laporan secara tertulis oleh
pengusaha yang bersangkutan kepada Dinas Ferikanan

Daerah secara berkala.

Pazal 3
(1) Tanda pendaftaran usaha perikanan sebagaimana
diatur dalam pasal I Peraturan Daerzh ini , berla—
Ly =elama 1 (satu) Tahun sejak tanggal dikeluar—
kans
(23 Izin Usaha Perikanan beriaku selama 3 (tiga) Tahun
sejak tanggal dikeluarkan j§

(%) Pengusaha dapat mengajukan dattar ulang apabila

tanda pendafttaran atau izin usaha perikanan yang
dimilikinya telah habis masa berlakunya.
BAE IT1
KETENTUAN PERMOHONAN
Pasal &

(1) Surat permohonan untuk memperoleh tanda pendat-
taran rekomendasi atau izin usaha perikanan ditu—
jukan kepada Kepala Daerah j

(2) Kepala Daerah setelah menerima surat permohonan 

seperti tercantum pada ayat (1) pasal ini wajib
segera memberikan Jjawaban terhadap

permohonan
terasebut .

Pasal 7
Tata cara dan syarat—syarat permohonan s2bagaiman
N ; : : i
dimaksud dalam pasal & ayat (1) Peraturan~Daefah

; ini,
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
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BAB TV
GEROKHIRNYA TANDA PENDAFTAMAN, ATAL 1ZIN USAHA
PERTICANAN |

Pasal ©

Tanda pendaftaran dan izin usaha perikanan berakhirm

lkarena

a.

b.

jangka waktu yang diberikan telah herakhir 1

diserahkan kembali oleh penogand tanda pendaffaran
atau  izin  usaha perikanan kepada Yyang peruwenang
sebelum jangka wakiu yang diberikan berakhir 3§
c. dicabut karena yang hersangkutan melakukan suatu

pelanguaran §

d. pengusaha perikanan yang persanghkutan menghentikan
usahanya .

BpAR V
FETENTUAM RETRIBUST
Pasal @
{1) ftas pemberian tanda pendafiaran rekpmendasi  atau
izin usaha perikanan, dikenakan Retribusi 3
(2) Besarnya Retribusi adalah sebagai berikut :
2. Tanda Pendaftaran iisaha Perikanan @
1. Usaha penangkapan lkan di L.aut =
a) Mengounakan perahu ienis—-jenis jukung

dennan motor/motor tempel dengan alat

penangkap ikan

1) Pavang dan sejenisnya sebesar Rp.

4.,000,00 (empat ribu rupiah)
2y Jaring tarik dan sejenisnya sebesar
Rp 2. 000,00 (dua ribu

rupiah)
vy Bill Net dan s jenisnya sebesar
Rp o 20900, 00 (dua ribu lima ratus
ruptah)
4) Pancing praws dan sejenisnya sebesar
Rp 2,000,000 (dua ribu rupiah)

b Mengunakan Perahu Jenis Jjukung tanpa
motor/motor tempel dengan alat penanakap
ikan
1) Payang dan

aejenisny’d = sebesar

(dua ribu rupiah)’
Jaring tarik dan
Rp.1.000,00

Rp.2.000,00

sejenisnya  sebesar
(seribu rupiah)
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b,

.

- e

- ==

"'T

u .

-} Pancing prawe dan sejenisnys sebesar
Rpol.00e,00 (seribu rupiah’.

4 Bill MNet dan sejenisnya sebesar Rp-

Lo800,00 (seribu lima ratus ropiah’.

-y

2o Usaha penangkapan ikan diperalran umum .

1alung (rakit’

Mengunalan perahu Jents

dengan alat penangkap ikan 3

a) Jala dan sejenisnyas sebesar Fip . 2. 000,00
vidua ribu wupxah;

b Pancing dan e jenisnya gebesal

Rp Wl 000,00 (seribu rupiahy

i

Bubu dan sejenisnya sebesar R« 1. 000, 00
(seribu rupiah}

. Usaha budidaya perikanan air tawar &

A

olam dengan luas 3
a) 51 M 2 sampal dengan Loo 1 2, sebesar
Rp . 2.1000,00 (dug ribu rupiah?
By 101 M2 sampai dengan LS00 M 2, sebssar
Rp.2.300 (dua ribu limz ratus rupiah?
c) 201 M E sampil dengan 500 M 2. sebesar
R - & GO0, 00 (empat ribu rupLan’
d) 501 M 2 keatas, sebesar Rp .« G000, 00 {lima
ribu ruptah’ .
4. Usaha Pembenihan ikan air tawar
ai Kapamitas produksi 1O0.00¢  skor sampal
dengan S00G.000 ekar, cebaaar Hp. 9.000,00
(1ima ribu rupiah?
by Kapasitas produksi SOl o000 ekor sampal
dangan 1 QOG0 gkor sabasgar Rp.
PO oG, ( sepuluh ribw ruwpiah?
¢ Kapauitas produlsi 1, OuC, 0010 ekor sSampal
dengan w00, Q0 akor, gebesar
Rpa.t9.000,00 (lima pelas ribu rupiah?
dy lapasitas produkal 2,000,001 skor sampail
dengan Ho000.000  ekor, sebesar Rp .
20, 000,00 (dua pulub ribu ruplahy
Pemberian Hekomnendasi
1. ugaha pudidaya perikanan alr TAWEr, dengan
arambah/jaring apung sebesar Rp. 29, 000,00
(dua puluh lima ribu rupiah? par hektar;
2, Usaha pembanihan 1kan air tawar dengan
kapasitas produksi 5_000.001  ekor  keatas.

sebesar 20.000,00 (duaz puluh ribu rupiah?
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e Pamberian  d1zin umana  pengolahan ikan tra-
f dimional @
‘ L. Pemindangan dengan kapasibas produksi  Se”
e
a) Bl Kg sampai dengan LOO ¥g, sebesar  Bp-
1,000 (seribu rupiah)
. by L) Ko  mamonl dengan 200 Yo, =S2besar
Rpoid e OOGLO0 (dua ribu rupiah)
Groa0L kg sampail dengan 500 Vg, sopesar
Rpwd.000,00 (tiga ribu pupiak )
d) 500 kg keatas, Bebesar R e 4,000,00
(empat rib rupis ah?
2. Pengasapan/pengaringarn i
ady 81 Kn  sampai  dengan’ 108 Mg, sSebasar
Rp.2.500,00 (dua ribu timas ratus rupiahl
L Mo sampail denono 200 Vg, sebesar Rp.
; 3.000,00 {(tigs Tibu rupioehl
| 20 Moo mamoail dengan 5000 kg, sebszar
Rp.E,FDQ,QD ttiga ribu limz ratus rupiabh:
- B01 Ko kestawm, ssbesar Rp. 50000 ,006  (lima
ribuw rupdahn’
. Trasi Kerapul Tkan dao lain-lein 3
A B51 Mg mampal  dengan 100 ¥Kg, ssbesar
Rp.3000,00 (tiga ribu v iah s
By M0i Ko sampail dengan D00 0 ¥o, sebesar
R e 4,000,000 (sapet vibu ruglabd
Esi c) 201 Ko sampal dengan 300 Kg, sebesar
Rp.5.000,00 (lims ribu rupiah’
d) B0l ¥g keatas, sebesar Bp. H.O00, 00 (enam
ratuw rupralb) .
BakE VI
FETENTUARN P LIDAME
Pzaanl LO
f17 Pelanguarsn 'terhmdmu fretrntuwan~ketentuan daloam

-

pazgal 2 ayat (1), dan pasal ¥ Perszturan Dzerah ini
diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 {(tiga’
bl an atayw denda sebanyak-banyaknya Ri .
50.000,00 (lime puluh ribu rupiah) g
(2y Tindzbk pidana dimgksud pada avat (1) pasal ini

adalzh pelangoaran.
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BAB VI1
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11
Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas
pelanggaran  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 (1), 3, 5 ayat (2) Peraturan Daerah 1ni dapat
juga dilakukan oleh Peiabat Penyidik

Pegawai Negeril
Sipil PPNS )

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Daerab Tingkat LI
pengangkatannya

Daerah Lumz jang Yang

ditetapkan sesuail dengan Perzturan
Perundang-undangan yang berlaku .

FPasal 12
Dalam melaksanakan tugaé penyidikan, para penyidik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Dpaerah
ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana 3

b. Melaksanakan tindakan pada saat itu ditempat kesia—

dian dan melakukan pemeriksaan j

c. Menyuruh perhentl sesenrana tersangka dan memeriksa

tanda pengenal dari tersanaka j

d. Melakukan penyitaan henda atau surat
2. Mengambil sidik

»
k}

ari dan memotrek sesedorang 3

f. Memanggil seseorang untuk didengar

sebagai tersangka atau saksi §

dan diperiksa

Q. Mendatangkan orang ahli vang diperlukan dalam
hubungan pemeriksaan perkara 3

Menmghentikan penyidikan setelah mendapat petuniuk
dari penyidik umum bahwa‘tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak
pidana

dam selanjutnys melalul penyidik umum

mem-—
beri tahukan hal termebut kepada penuntut umum g
i, HMengadakan tindakan lain menurut hukum vang dapat
dipertanggung Jawabkan .
Bak VII1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal vyang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan

diatur lebibh lanjut oleh Keprl - Daerah

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan .
Agar smetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-

dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannys dalam suatu Lembaran

~ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lumajang.

=

DITETAFKAN DI ¢t LUMA J ANG

pADA TANGBAL ¢ 9 M E I 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11
LUMAIT ANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
. KABUPATEN DAERAM TINGEAT 11 LUMATANG
: Wakil Ketus,
ttd
Drs. SOEPADNO

ttd
TARMIN HARIADI

Sa Disahkan dengan Keputusan Bubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa

Timur tangoal 1 Desember 1993 Nomor 548/P Tahun 1995.

An. BUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
Jawa TIMUR
Plh. Asistsn Ketataprajaan
ttd
PUTU _SETIAWAN, SH
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dzlam Lembaran pPrerah Kabupaten Daerzah Tingkat 11
gﬁ’ Lumzjang Tzhun 1995 Seri B MNomor 1%/1995 Tanggal 21 Desember 19935.
' An. BUPATI KEPALA DAERAH TINBKAT 11
LUMAJT ANGDG
Sekretaris Wilayanh/Daerah
ttd

R. ABD. RAHMAN, BA

Pémbtna Utama Muda

NIP.SL1O Q21 ?76&6

An. BUPATL KEPALA DAERAH TINGKAT 11
LUMAT ANDGDB
Ats. 1 Bekretaris Wilayah/Daerah
ub

Bagian Hukum

MARL JON SH

T
AN LT
TEEEARIP LOS10 0851 566
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH EABUPATEN DAERAH TINGKAT FIOLUMATANG
NOMOR G2 TAHUN 1969
TENTANG
USAHA PER DKanaN D EABLIPAOTEN DAERAH TINGEAT 11
L MA T ANB

1o PENJELASAN UMUM ¢

o

Eahwa dalam ranogka menumbuhkan gairab usaha dalam bidang
Ferikanan vang selama imi masip ditandal dengan usahanya Yang
berskala kecil, maka periu adanya penertiban dan melalul kegiatan
pendattaran untuk semua cabang ussha perikanan yang bersifat
tradisionzasl dengan maksud guna memperolen kepastian hukum serta
untuk memudahkan pengkiasitikasian pembinaan lebinh lanijut.

Sebagai latar belakang bahwa kelestarian sumber hnayati
perikanan mendapatkan perhatian khusus ferkanduno penasritian padza
: hakekatnya sumber daya lkan merupabkan kehkavaan Negara dan diarah-—

kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan  kesejehteraan rakvat
Indonesia, maka pemantaatan sumber daya ikan tersebut harus sapan—
tiass dengan menjaga kelestariannys yang berart: ﬁengusaha sumper
daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharap-—
kan dapat memberikan manfaat kepads rakyat secara terus meperus
dan lestari.
Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber dava ikan
roeeby dilakulcan dengan pengendalian usaha perikanan melalui

ndaftaran usahsa perikanan vang b@P&lTat tradisional.

I11. PENJELASAN PASAL DEMI PRABAL

Pasal 1 msampal dengan pasal 14  Cukup jelas.
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PENJELABAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 LUMAJANG

NOMOR TAHUN 1995
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II

LUMAITANGSG

I. PENJELASAN UMUM
Bahwa

dalam rangka menumbuhkan gairah usaha dalam bidang

Perikanan yanq selama ini masih ditandai dengan usahanya yang

berskala kecil, maka perlu adanya penertiban dan melalui kegiatan

pendaftaran untuk semua cabang usaha perikanan yang bersifat

tradisibnal dengan maksud guna memperoleh kepastian hukum serta
untuk memudahkan pengklasifikasian pembinaan lebih lanjut.

Sebagai latar belakang bahwa kelestarian sumber hayati
perikanan mendapatkan perhatian khusus terkandung pengertian pada

hakekatnya sumber daya ikan merupakan kekayaan Negara dan diarah-—

jpl

kan untuk sebesaﬁ—bgsarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
Indonesia, maka pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus senan-—
iiasa dengan menjaga kelestariannya yang berarti pengusaha sumber
laya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharap-
tan dapat memberikan manfaat kepada rakyat secara ferus menerus
can lestari.

i Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan

% tsrsebut dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui

pendaftaran usaha perikanan yang bersifat tradisional.

/ I1. PEMJELASAN PASAL DEMI PABAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 15 t Cukupjelas.

A " ey,
-

Lumajang,

DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I LUMAJANG LUMAJTANGEG
Ketua,

TARMIN HARIADI
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